
 

 
 

BERITA NEGARA 
REPUBLIK INDONESIA 

No.1019, 2013 KEMENTERIAN KESEHATAN. Bantuan. 
Pendidikan. Dokter. Spesialis. Program 
Pencabutan. 

 
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA 

  NOMOR 53 TAHUN 2013 
TENTANG 

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS/PENDIDIKAN 
DOKTER GIGI SPESIALIS  

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan 
pelayanan kesehatan spesialistik di seluruh wilayah 
Indonesia diperlukan percepatan ketersediaan dokter 
spesialis/dokter gigi spesialis; 

b. bahwa salah satu upaya percepatan ketersediaan 
dokter spesialis/dokter gigi spesialis dilakukan 
melalui program pendidikan dokter spesialis/dokter 
gigi spesialis yang pembiayaannya ditanggung 
Pemerintah dalam bentuk bantuan pendidikan; 

c. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 
535/Menkes/Per/VI/2008 tentang Program 
Pemberian Bantuan Pendidikan Bagi Peserta Program 
Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 
Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan 
Mutu Pelayanan Medik Spesialistik, Keputusan 
Menteri Kesehatan Nomor 538/Menkes/SK/VI/2008 
tentang Komponen dan Tata Cara Pemberian 
Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi 
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Spesialis, dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
539/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman 
Penerimaan Peserta Program Pemberian Bantuan 
Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis 
Dalam Rangka Percepatan Peningkatan Akses dan 
Mutu Pelayanan Medik Spesialistik sudah tidak 
sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan 
kebutuhan hukum; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang 
Program Bantuan Pendidikan Dokter 
Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi Spesialis; 

Mengingat : 1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-
Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3890); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4301); 

4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang 
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 004 Nomor 116, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
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Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang 
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang 
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang 
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4496); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah 
Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 82, Tambahan Lembaran negara Republik 
Indonesia nomor 4741); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga 
Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5318); 

12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang 
Pemberian Tugas Belajar (Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 
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14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang 
Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193); 

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1540/Menkes 
/SK/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis 
Melalui Masa Bakti dan Cara Lain; 

16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1069/Menkes 
/SK/XII/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan 
Standar Rumah Sakit Pendidikan;  

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes 
/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana 
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 35 Tahun 2013 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 741); 

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052 Tahun 
2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik 
Kedokteran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 671); 

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2013 
tentang Kriteria  Fasilitas Pelayanan Kesehatan 
Terpencil, dan Sangat Terpencil,  Serta Fasilitas 
Pelayanan Kesehatan yang Tidak Diminati (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 153); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG 

PROGRAM BANTUAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS 
/PENDIDIKAN DOKTER GIGI SPESIALIS. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 
1. Program Bantuan Pendidikan Dokter Spesialis/Pendidikan Dokter Gigi 

Spesialis, yang selanjutnya disebut Program Bantuan PDS/ PDGS 
adalah bantuan pendidikan yang diberikan oleh Kementerian 
Kesehatan untuk membiayai pendidikan dokter spesialis/dokter gigi 
spesialis. 
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2. Bantuan Pendidikan adalah bantuan Kementerian Kesehatan yang 
diberikan kepada dokter/dokter gigi yang dinilai memiliki potensi atau 
kontribusi besar dalam pembangunan kesehatan, untuk 
melaksanakan pendidikan lanjutan dengan gelar sesuai 
spesialisasinya, ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan pelayanan 
kesehatan rujukan secara nasional.  

3. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan 
dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran 
gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah 
Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.  

4. Bidang Spesialis adalah bidang peminatan yang terdapat pada 
Program Pendidikan Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis.  

5. Peserta Program Bantuan PDS/PDGS selanjutnya disebut Peserta 
adalah para dokter dan dokter gigi yang mengikuti dan mendapatkan 
bantuan biaya pendidikan. 

6. Penugasan Khusus adalah pendayagunaan secara khusus sumber 
daya manusia kesehatan setelah menguasai kompetensi tertentu 
dan/atau secara penuh dan dapat dipertanggungjawabkan untuk 
ditugaskan secara mandiri yang sesuai dengan kebutuhan daerah 
dalam kurun waktu tertentu guna meningkatkan akses dan mutu 
pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan yang berada di 
daerah terpencil, sangat terpencil, tertinggal, perbatasan, pulau-pulau 
kecil terluar, tempat yang tidak diminati, daerah rawan 
bencana/mengalami bencana dan konflik sosial yang belum ada 
tenaga spesialisnya. 

7. Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang 
telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang 
berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau 
diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

8. Surat Tanda Registrasi adalah bukti tertulis yang diberikan Konsil 
Kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah lulus 
uji kompentensi dokter indonesia. 

9.  “N” adalah lama masa menerima bantuan pendidikan di fakultas 
kedokteran/fakultas kedokteran gigi. 

10. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
di bidang kesehatan. 

11. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia 
Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPPSDMK adalah unsur 
pendukung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Menteri Kesehatan, yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan. 
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